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Pendahuluan

ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji harmonisasi mutlaq dan muqayyad dalam regulasi hukum
keluarga Islam di Indonesia melalui perspektif usil al-figh dan magqasid al-
syari‘ah. Penelitian bertujuan menganalisis konsep harmonisasi mutlaq
dan muqayyad, menjelaskan peran negara sebagai otoritas taqyid, serta menilai
legitimasi metodologis pembatasan hukum dalam regulasi hukum keluarga Islam.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan
konseptual, perundang-undangan, dan historis. Bahan hukum dianalisis secara
deskriptif-analitis melalui teknik harmonisasi norma. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pembatasan terhadap poligami, batas usia perkawinan,
pencatatan nikah, dan perceraian melalui pengadilan merupakan bentuk taqyid
munfasil, yaitu pembatasan yang lahir melalui ijtihad kelembagaan negara tanpa
mengubah substansi nash. Pembatasan tersebut merupakan bentuk ijtihad
kontekstual negara yang berorientasi pada perlindungan hak, ketertiban sosial,
dan realisasi maqasid al-syari‘ah.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.

Perkembangan hukum Islam dalam masyarakat modern menunjukkan adanya
transformasi dari fikih normatif menuju regulasi negara yang lebih sistematis dan
administratif. Transformasi tersebut tampak jelas dalam bidang hukum keluarga Islam yang
mengalami berbagai bentuk kodifikasi melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam (Riadi, 2021). Kehadiran regulasi menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam
tidak lagi dipahami semata sebagai hasil interpretasi individual ulama, tetapi juga sebagai
produk ijtihad negara dalam merespon kebutuhan sosial masyarakat kontemporer. Dalam
proses tersebut, negara melakukan berbagai bentuk pembatasan terhadap ketentuan hukum
yang pada mulanya bersifat umum dalam fikih klasik, seperti pengaturan poligami,
pembatasan usia perkawinan, kewajiban pencatatan nikah, dan perceraian melalui

pengadilan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa konsep mutlag dan muqayyad memiliki
relevansi metodologis dalam proses istinbat hukum Islam. Dalam kajian usil al-figh, mutlaq
dipahami sebagai lafaz yang menunjukkan makna umum tanpa batasan tertentu, sedangkan
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muqayyad merupakan lafaz yang telah dibatasi oleh syarat, sifat, atau ketentuan tertentu
(Munawaroh, 2021). Konsep ini menjadi penting karena harmonisasi antara mutlag dan
mugqayyad menentukan bagaimana suatu ketentuan hukum dipahami dan diterapkan dalam
realitas sosial. Al-Ghazali (1993) menjelaskan bahwa mutlaq adalah “ma dalla ‘ala al-
mahiyyah min ghayr qayd,” yakni lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa pembatas
tertentu. Dengan demikian, keberadaan muqayyad dalam suatu ketentuan hukum berfungsi
membatasi cakupan makna lafaz yang sebelumnya bersifat umum.

Dalam kajian ustil al-figh, proses pembatasan (taqyid) terhadap lafaz mutlaq tidak
berlangsung dalam satu bentuk. Para ulama membedakannya menjadi taqyid muttasil dan
taqyid munfasil. Taqyid muttasil merupakan pembatasan yang terdapat dalam satu rangkaian
lafaz yang sama, misalnya melalui sifat (sifah), syarat (shart), pengecualian (istithna’), atau
batas akhir (ghdyah). Sebaliknya, taqyid munfasil merupakan pembatasan yang berasal dari
dalil lain yang terpisah dari lafaz mutlaq, baik berupa ayat lain, hadis, ijmak, giyas, maupun
hasil ijtihad yang dibangun atas dasar kemaslahatan (Al-Jauziyyah, 1996). Perbedaan
tersebut penting karena menentukan cara memahami hubungan antara ketentuan syariat
yang bersifat umum dengan bentuk pembatasan yang lahir dalam praktik penetapan hukum.

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, berbagai regulasi yang mengatur
poligami, batas usia perkawinan, pencatatan nikah, dan perceraian menunjukkan adanya
proses pembatasan terhadap ketentuan fikih yang pada mulanya bersifat mutlagq.
Pembatasan tersebut tidak berasal dari redaksi nash yang sama, melainkan melalui
pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai hasil ijtihad negara (Sulistiyawati et
al,, 2025). Oleh karena itu, implementasi konsep mutlaq dan mugayyad dalam regulasi hukum
keluarga di Indonesia perlu dianalisis melalui perspektif taqyid muttasil dan taqyid munfasil
agar dapat dijelaskan landasan metodologis pembatasan tersebut dalam kerangka usil al-
figh.

Keberadaan pembatasan tersebut sering kali menimbulkan perdebatan. Sebagian
kalangan memandang bahwa regulasi negara merupakan bentuk pembatasan terhadap
kebebasan penerapan hukum Islam, sedangkan pihak lain melihatnya sebagai bentuk ijtihad
kontekstual yang diperlukan demi mewujudkan kemaslahatan publik (Rasito & Mahendra,
2022). Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas normatif
hukum Islam dengan realitas sosial dan kebutuhan hukum masyarakat kontemporer. Secara
normatif, hukum Islam menghendaki terciptanya keadilan, perlindungan hak, dan
kemaslahatan keluarga. Akan tetapi, dalam praktik sosial, ketentuan hukum yang diterapkan
tanpa pembatasan sering kali menimbulkan berbagai persoalan, seperti perkawinan anak,
poligami yang tidak bertanggung jawab, perceraian sewenang-wenang, hingga ketidakjelasan
status hukum perempuan dan anak akibat tidak tercatatnya perkawinan.

Data empiris menunjukkan bahwa praktik perkawinan usia anak masih menjadi
persoalan yang perlu mendapat perhatian di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat
Statistik yang dihimpun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
angka perkawinan anak secara nasional memang menunjukkan tren penurunan dari 9,23
persen pada 2021 menjadi 6,92 persen pada 2023 dan 5,90 persen pada 2024, namun praktik
tersebut masih ditemukan di sejumlah provinsi (Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2026). Permohonan dispensasi kawin di
pengadilan agama pun masih terus diajukan dan diputus dengan pertimbangan maslahah-
mafsadah (Pratama et al, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa regulasi negara
melalui mekanisme taqyid tetap memiliki relevansi penting dalam menjaga ketertiban hukum
dan perlindungan sosial dalam kehidupan keluarga

Penelitian mengenai mutlag dan muqayyad sebenarnya telah banyak dilakukan,
namun sebagian besar masih berfokus pada kajian teoritis dalam usil al-figh maupun tafsir,
sebagaimana tampak pada kajian Munawaroh (2021) tentang relasi mutlag dan mugqayyad
dalam penafsiran Al-Qur'an, Nabilah (2023) tentang implikasi penunjukan lafaz tersebut
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dalam epistemologi mazhab, serta Siregar dan Alwizar (2024) yang menegaskan kaidah
mutlag-muqoyyad sebagai instrumen tafsir kontemporer. Penelitian lain mengenai hukum
keluarga Islam di Indonesia, seperti kajian Riadi (2021) tentang sistem hukum keluarga Islam
dan Lohlker (2021) tentang indigenisasi fikih di Indonesia, umumnya menitikberatkan pada
aspek normatif peraturan perundang-undangan atau pendekatan magqasid al-syari'ah
sebagaimana dikembangkan Wanto dkk. (2021), tanpa menghubungkannya secara khusus
dengan konsep harmonisasi mutlaq dan muqayyad. Penelitian mengenai harmonisasi mutlaq
dan mugayyad dalam regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia masih relatif terbatas.
Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan teori harmonisasi mutlag dan
muqayyad dalam ustl al-figh dengan analisis legislasi hukum keluarga Islam di Indonesia
melalui pendekatan magqdsid al-syari'ah, yang belum banyak dikaji dalam penelitian
sebelumnya

Penelitian ini penting dilakukan karena regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia
selama ini lebih banyak dipahami sebagai produk legislasi negara, padahal di dalamnya
terdapat dinamika metodologi istinbat hukum Islam. Pembatasan hukum oleh negara tidak
dapat dipahami hanya dalam perspektif administratif, tetapi juga perlu dianalisis sebagai
bentuk ijtihad institusional yang memiliki landasan teoritis dalam usil al-figh. Penelitian ini
penting dilakukan untuk menjelaskan bagaimana harmonisasi mutlaqg dan muqayyad
diterapkan dalam regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia serta bagaimana relevansinya
terhadap tujuan syariat Islam.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas konsep mutlaqg dan mugayyad maupun
perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, kajian yang menghubungkan teori taqyid
muttasil dan taqyid munfasil dengan implementasinya dalam regulasi hukum keluarga masih
relatif terbatas. Padahal, klasifikasi tersebut penting untuk menjelaskan apakah pembatasan
yang dilakukan negara merupakan pembatasan yang inheren dalam nash atau merupakan
bentuk ijtihad kelembagaan yang lahir dari pertimbangan kemaslahatan. Penelitian ini tidak
hanya menguraikan konsep mutlaqg dan muqayyad secara teoritis, tetapi juga menganalisis
bentuk taqyid yang diterapkan dalam regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia beserta
implikasinya terhadap proses istinbat hukum. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini
difokuskan pada beberapa rumusan masalah, yaitu bagaimana konsep harmonisasi mutlaq
dan mugqayyad dalam istinbat hukum Islam, bagaimana negara berperan sebagai otoritas
taqyid dalam regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia, serta bagaimana analisis maqasid
al-syari'ah terhadap harmonisasi mutlag dan muqayyad dalam regulasi tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual
(conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang juga
ditopang pendekatan historis (historical approach) untuk menelusuri perkembangan
transformasi hukum keluarga Islam dari fikih normatif menuju regulasi negara. Jenis
penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) yang bertumpu
pada penelaahan sumber-sumber tertulis, dengan bahan hukum primer berupa al-Qur'an,
hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, dan
Kompilasi Hukum Islam, bahan hukum sekunder berupa kitab-kitab usul al-figh serta artikel
jurnal ilmiah yang relevan dengan konsep mutlaq dan muqayyad, siyasah shar'iyyah, dan
magqasid al-syari'ah, dan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia. Teknik
pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menginventarisasi,
membaca, dan mengkaji literatur yang relevan, yang kemudian dianalisis secara deskriptif-
analitis untuk menjelaskan konsep harmonisasi mutlaq dan muqayyad dalam istinbat hukum
Islam serta penerapannya dalam regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia, sehingga
kesimpulan penelitian ditarik dengan menghubungkan temuan konseptual dari usil al-figh
klasik dengan hasil kajian kontemporer atas regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia.

Nur Afifa Maharani et.al (Harmonisasi Mutlaq dan Muqayyad dalam Istinbat...)



802 Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner ISSN 2962-9209
Vol. 5, No. 3, Juli 2026, pp. 799-810

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Mutlag dan Mugayyad dalam Istinbat Hukum

Secara etimologis, kata muzlag (3la<) berasal dari akar kata aflaga-yutliqu-itlagan
yang berarti melepaskan, membebaskan, atau membiarkan tanpa ikatan tertentu. Sesuatu
disebut mutlaq apabila terbebas dari batasan maupun atribut tertentu, sehingga secara
kebahasaan, istilah tersebut menunjukkan makna keluasan dan kebebasan dari segala
bentuk pengikatan (Anwar et al., 2026). Adapun secara terminologis, para ulama usil al-
figh mendefinisikan mutlag sebagai lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa disertai
pembeatas tertentu. Al-ghazali mendefinisikan mutlaq sebagai ma dalla “ala al-mahiyyah min
ghayr gayd, yakni lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa pembatas tertentu (Al-
Ghazali, 1993). Definisi tersebut menunjukkan bahwa suatu lafaz disebut mutlag apabila
maknanya berlaku umum dan tidak dibatasi oleh sifat, syarat, jumlah, maupun keadaan
tertentu.

Berbeda dengan murlag, secara etimologis kata mugayyad berasal dari akar kata
gayyada-yuqayyidu-taqyidan yang berarti mengikat, membatasi, atau mengekang. Dalam
terminologi usil al-figh, muqayyad didefinisikan sebagai lafaz yang menunjukkan suatu
hakikat disertai dengan pembatas tertentu (Al-Amidi, 1985). Pembatasan (taqyid) tersebut
dapat terjadi melalui sifat (sifah), syarat (sharf), pengecualian (istithna’), maupun batas
akhir tertentu (ghayah) (Anwar et al., 2026). Dengan demikian, mugayyad merupakan lafaz
yang cakupan maknanya telah dipersempit oleh unsur pembatas tertentu sehingga tidak
dapat dipahami secara mutlak.

Hubungan antara mutlaqg dan mugayyad menjadi pembahasan penting ketika
ditemukan dua dalil yang tampak berbeda, yakni satu berbentuk mutlag sedangkan yang
lain berbentuk mugqayyad. Dalam kondisi demikian, para ulama wusil al-figh merumuskan
kaidah harmonisasi untuk menentukan apakah lafaz mutlag tetap dipertahankan dalam
kemutlakannya atau harus dibawa kepada lafaz mugayyad; harmonisasi tersebut pada
dasarnya bergantung pada hubungan antara sebab (sabab) dan hukum (hukm) pada kedua
dalil (Al-Zarkashi, 1994). Apabila sebab dan hukumnya sama, mayoritas ulama sepakat
bahwa lafaz mutlag dibawa kepada mugayyad, namun apabila sebab dan hukumnya
berbeda, lafaz murlag tetap berlaku dalam kemutlakannya dan tidak dibawa kepada
muqayyad. Perbedaan pendapat muncul ketika sebab dan hukum hanya memiliki
sebagian kesamaan, yaitu mayoritas ulama mazhab Syafi‘i, Maliki, dan Hanbali
berpendapat bahwa lafaz mutlaq tetap dapat dibawa kepada mugayyad apabila hukumnya
sama meskipun sebabnya berbeda, sedangkan ulama Hanafi berpendapat bahwa
perbedaan sebab menunjukkan konteks hukum yang berbeda sehingga lafaz murlag tetap
berlaku dalam kemutlakannya (Al-Zarkashi, 1994). Perbedaan tersebut menunjukkan
bahwa harmonisasi mutlaqg dan mugayyad merupakan instrumen istinbat yang bersifat
dinamis dan kontekstual.

Dalam kajian usul al-figh, pembatasan terhadap lafaz mutlag dikenal dengan istilah
taqyid. Berdasarkan sumber pembatasnya, para ulama membedakan tagyid menjadi dua
bentuk, yaitu taqyid muttasil dan taqyid munfasil (Fahani & Sari, 2024). Taqyid muttasil
merupakan pembatasan yang menyatu dengan lafaz mutlag dalam satu rangkaian nash,
sehingga unsur pembatasnya secara langsung melekat pada redaksi yang sama dan tidak
memerlukan dalil lain untuk menjelaskan maksudnya. Berbeda dengan itu, taqyid munfasil
merupakan pembatasan yang berasal dari dalil lain yang terpisah dari lafaz mutlag, baik
berupa ayat al-Qur’an yang lain, hadis Nabi saw., ijmak, giyas, maupun hasil ijtihad yang
dibangun berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Klasifikasi tersebut penting karena
menunjukkan bahwa pembatasan hukum tidak selalu lahir dari redaksi nash yang sama,
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tetapi dapat pula berasal dari dalil lain yang memiliki keterkaitan substansial, termasuk
hasil jjtihad kelembagaan negara (Sulistiyawati et al., 2025).

Klasifikasi tersebut memiliki relevansi dalam perkembangan hukum Islam
kontemporer, khususnya pada pembentukan regulasi hukum keluarga di
Indonesia. Berbagai ketentuan mengenai poligami, batas usia perkawinan,
pencatatan nikah, dan perceraian melalui pengadilan merupakan bentuk
pembatasan terhadap ketentuan fikih yang pada mulanya bersifat mutlag.
Pembatasan tersebut tidak berasal dari lafaz nash secara langsung, melainkan
melalui regulasi yang dibentuk negara sebagai hasil ijtihad kelembagaan yang
berorientasi pada kemaslahatan (tahgiq al-maslahah) (Al-Jauziyyah, 1996). Dengan
demikian, implementasi pembatasan dalam hukum keluarga Islam Indonesia
lebih tepat dipahami sebagai bentuk taqyid munfasil, sedangkan taqyid muttasil
tetap menjadi landasan teoretis dalam memahami mekanisme pembatasan yang
terdapat secara langsung di dalam nash syariat.

2. Negara sebagai Otoritas taqyid dalam Hukum Islam

Perkembangan hukum Islam dalam konteks negara modern menunjukkan bahwa
proses istinbat hukum tidak lagi berhenti pada penafsiran teks keagamaan semata, tetapi
juga melibatkan otoritas negara dalam membentuk regulasi yang mengikat masyarakat
(Khufaya et al.,, 2021). Negara memiliki peran penting sebagai otoritas taqyid, yaitu
melakukan pembatasan terhadap ketentuan hukum yang pada asalnya bersifat mutlag
demi mewujudkan kemaslahatan umum. Kehadiran regulasi negara dalam hukum
keluarga Islam merupakan bentuk transformasi dari fikih normatif menuju hukum positif
yang disesuaikan dengan kebutuhan sosial masyarakat modern.

Dalam tradisi fikih siyasah, kewenangan negara dalam menetapkan kebijakan
hukum dikenal melalui konsep siyasah syar iyyah, yang memberikan legitimasi kepada
penguasa untuk menetapkan aturan yang bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat
selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Prinsip tersebut
menegaskan bahwa negara memiliki ruang ijtihad dalam mengatur kehidupan
masyarakat, termasuk melalui pembentukan undang-undang yang mengintegrasikan
nilai keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (al-maslahah), dan musyawarah (al-syiird) ke dalam
sistem hukum nasional. Kewenangan negara dalam melakukan taqyid juga didasarkan
pada prinsip ketaatan kepada ulil amri sebagaimana termaktub dalam QS. al-Nisa’ ayat
59, yang menunjukkan bahwa otoritas pemerintahan memiliki legitimasi dalam
menetapkan kebijakan publik demi terciptanya ketertiban sosial (Sulistiyawati et al.,
2025).

Dalam perspektif usil al-figh, kewenangan negara dalam menetapkan regulasi
dapat dipahami sebagai bentuk taqyid munfasil. Pembatasan tersebut tidak mengubah
substansi nash yang bersifat mutlag, melainkan mengatur tata cara pelaksanaannya
melalui ketentuan yang dibentuk berdasarkan pertimbangan kemaslahatan (Al-
Jauziyyah, 1996). Oleh karena itu, regulasi negara tidak diposisikan sebagai dalil yang
meniadakan ketentuan syariat, tetapi sebagai instrumen untuk mengarahkan
implementasi hukum agar selaras dengan tujuan syariat (magasid al-syari‘ah). Pembatasan
yang dilakukan negara tetap berada dalam koridor metodologi istinbat selama tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar al-Qur’an dan Sunnah.

Penerapan konsep tersebut tampak dalam regulasi hukum keluarga Islam di
Indonesia. Ketentuan mengenai izin poligami, batas usia perkawinan, kewajiban
pencatatan nikah, dan perceraian melalui pengadilan merupakan bentuk pembatasan
terhadap implementasi hukum, bukan terhadap keberlakuan nash itu sendiri.
Pembatasan tersebut lahir melalui proses legislasi sebagai hasil ijtihad kelembagaan yang
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mempertimbangkan kondisi sosial, perlindungan hak, serta kebutuhan akan kepastian
hukum (Khufaya et al., 2021). Oleh karena itu, regulasi hukum keluarga Islam di
Indonesia lebih tepat dipahami sebagai implementasi taqyid munfasil, yaitu pembatasan
yang berasal dari otoritas hukum di luar redaksi nash, namun tetap memiliki legitimasi
dalam kerangka usil al-figh karena diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum.

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, praktik pembatasan oleh otoritas
pemerintahan sebenarnya telah dikenal sejak masa klasik. Khalifah ‘Umar ibn al-Khattab,
misalnya, pernah menangguhkan pelaksanaan hukuman potong tangan pada masa
paceklik demi mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, sebuah kebijakan yang
lahir dari penalaran kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan (maslahah), bukan
dari perubahan terhadap teks nash itu sendiri (Anshori, 2020). Kebijakan tersebut
dilakukan dalam kondisi darurat (darirah) sehingga menunjukkan bahwa penerapan
hukum Islam senantiasa mempertimbangkan konteks sosial dan kemaslahatan
masyarakat, sebuah preseden metodologis yang relevan dengan praktik taqyid munfasil
oleh negara modern.

Pembentukan regulasi hukum keluarga Islam dalam konteks negara modern
merupakan bentuk konkret dari kewenangan negara dalam melakukan faqyid. Ketentuan
fikih yang pada mulanya bersifat umum kemudian dibatasi melalui aturan administratif
maupun prosedural. Praktik poligami, misalnya, tidak dilarang secara mutlak, tetapi
dibatasi melalui syarat izin pengadilan, persetujuan istri, dan kemampuan ekonomi
suami (Farhani et al., 2026). Negara juga melakukan faqyid melalui penetapan batas usia
perkawinan dan kewajiban pencatatan nikah (A. Aziz, 2022). Kebijakan tersebut
menunjukkan bahwa regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia tidak hanya berfungsi
sebagai instrumen legal formal, tetapi juga sebagai sarana perlindungan sosial.

Dengan demikian, negara dalam hukum Islam modern dapat dipahami sebagai
otoritas taqyid yang memiliki kewenangan membatasi ketentuan hukum tertentu demi
mewujudkan kemaslahatan publik. Pembatasan tersebut bukanlah bentuk penghapusan
terhadap hukum syariat, melainkan upaya harmonisasi antara prinsip-prinsip normatif
Islam dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Dalam konteks inilah regulasi hukum
keluarga Islam di Indonesia dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad negara yang
berorientasi pada perlindungan hak, ketertiban sosial, dan realisasi maqasid al-syari‘ah.

3. Harmonisasi Mutlaqg dan Mugqayyad dalam Regulasi Hukum Keluarga Islam
di Indonesia

Harmonisasi mutlaq dan mugayyad dalam regulasi hukum keluarga Islam di
Indonesia tidak hanya menunjukkan adanya pembatasan terhadap ketentuan fikih yang
bersifat umum, tetapi juga memperlihatkan bentuk taqyid yang diterapkan dalam proses
legislasi. Pembatasan tersebut bukan merupakan taqyid muttasil karena tidak terdapat
dalam satu rangkaian lafaz nash, melainkan lahir melalui peraturan perundang-
undangan sebagai hasil ijtihad negara. Oleh sebab itu, regulasi hukum keluarga Islam di
Indonesia lebih tepat dipahami sebagai implementasi taqyid munfasil, yakni pembatasan
yang berasal dari otoritas hukum di luar redaksi nash dengan tujuan mewujudkan
kemaslahatan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Salah satu bentuk harmonisasi tersebut dapat dilihat dalam pengaturan poligami.
Secara normatif, QS. al-Nisa’ ayat 3 memberikan kebolehan bagi laki-laki untuk
berpoligami hingga empat orang istri selama mampu berlaku adil; ketentuan tersebut
pada dasarnya bersifat mutlag karena tidak disertai mekanisme administratif tertentu.
Namun dalam sistem hukum Indonesia, kebolehan poligami mengalami pembatasan
melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi

Nur Afifa Maharani et.al (Harmonisasi Mutlaq dan Muqayyad dalam Istinbat...)



ISSN 2962-9209 Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner 805
Vol. 5, No. 3, Juli 2026, pp. 799-810

Hukum Islam. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan asas monogami,
sedangkan poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan tertentu melalui izin
pengadilan, dengan syarat adanya persetujuan istri, kemampuan suami menjamin nafkah
keluarga, serta alasan yang dibenarkan secara hukum (Lukman Chakim & Habib Adi
Putra, 2022). Kajian kontemporer menegaskan bahwa kebijakan izin poligami oleh
pengadilan sejalan dengan tujuan magqasid al-syari‘ah, karena berbasis pemeliharaan
agama, harta, keturunan, dan kehormatan perempuan (hifz al-‘ird), sekaligus berfungsi
sebagai instrumen substantif perlindungan perempuan, bukan sekadar syarat formal-
administratif (Farhani et al., 2026). Negara tidak menghapus kebolehan poligami, tetapi
melakukan faqyid terhadap praktiknya agar tidak menimbulkan ketidakadilan maupun
kerugian terhadap perempuan dan anak. Pembatasan tersebut merupakan bentuk taqyid
munfasil karena syarat-syarat administratif tersebut tidak disebutkan secara eksplisit
dalam lafaz QS. al-Nisd’ ayat 3, melainkan dibentuk melalui regulasi negara sebagai
instrumen untuk memastikan terwujudnya prinsip keadilan yang menjadi tujuan utama
kebolehan poligami.

Bentuk harmonisasi berikutnya tampak dalam pengaturan batas usia perkawinan.
Dalam fikih klasik, ketentuan mengenai usia perkawinan tidak ditetapkan secara eksplisit
melalui batas usia numerik tertentu; mayoritas ulama lebih menekankan aspek balig dan
kemampuan menjalankan tanggung jawab rumah tangga sebagai syarat perkawinan.
Namun dalam perkembangan sosial modern, perkawinan usia anak dipandang memiliki
dampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan keluarga
(Dwiranti et al.,, 2022). Negara menetapkan batas minimal usia perkawinan melalui
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan (A.
Aziz, 2022). Ketentuan tersebut merupakan bentuk taqyid terhadap praktik perkawinan
yang sebelumnya dipahami secara lebih luas dalam fikih klasik, sekaligus dimaksudkan
untuk memberikan perlindungan terhadap anak serta menjamin kesiapan fisik dan
psikologis pasangan dalam membangun keluarga (Hamid et al., 2021). Penetapan usia
minimum perkawinan juga menunjukkan karakter faqyid munfasil: dalam fikih klasik,
nash tidak menentukan batas usia tertentu secara numerik, sedangkan negara
menetapkannya melalui peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan
perlindungan anak, kesehatan reproduksi, dan kesiapan psikologis calon pasangan
(Firdausi et al., 2024). Meskipun demikian, efektivitas kebijakan ini dalam menurunkan
angka perkawinan anak masih menghadapi tantangan implementasi di tingkat
masyarakat (Heryanti, 2021). Pembatasan tersebut merupakan bentuk ijtihad
kelembagaan yang bertujuan menjaga kemaslahatan tanpa mengubah prinsip dasar
disyariatkannya perkawinan.

Harmonisasi mutlag dan mugayyad juga tampak dalam kewajiban pencatatan
perkawinan. Dalam fikih klasik, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi
rukun dan syarat nikah, seperti adanya wali, saksi, ijab kabul, dan mempelai; ketentuan
tersebut pada dasarnya bersifat mutlag karena tidak mensyaratkan pencatatan
administratif oleh negara. Namun dalam sistem hukum Indonesia, pencatatan
perkawinan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 2
ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (M. Aziz & Islamy, 2022). Kewajiban pencatatan
nikah merupakan bentuk faqyid administratif yang bertujuan menciptakan kepastian
hukum serta melindungi hak-hak suami, istri, dan anak; melalui pencatatan resmi, negara
dapat memberikan perlindungan hukum terkait status perkawinan, hak waris, nafkah,
maupun administrasi kependudukan (Ayu Mihardi, 2022). Kajian berbasis magqasid al-
syari‘ah menegaskan bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar prosedur
administratif, melainkan instrumen shar‘iyyah yang melindungi agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta (Cholis & Masuwd, 2026), serta berperan penting dalam mencegah
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kerentanan hukum yang dialami perempuan dan anak akibat perkawinan yang tidak
tercatat, seperti pada praktik nikah sirri (Rosyadi & Kahar, 2023). Kewajiban pencatatan
nikah juga merupakan implementasi taqyid munfasil karena syariat tidak menjadikan
pencatatan sebagai rukun atau syarat sah perkawinan, sedangkan negara menghadirkan
ketentuan tersebut sebagai instrumen administratif untuk menjamin kepastian hukum
(Afrilian et al., 2024). Oleh karena itu, pembatasan tersebut bersifat prosedural tanpa
mengubah keabsahan substansi akad nikah menurut hukum Islam.

Harmonisasi serupa juga terlihat dalam pengaturan perceraian. Dalam fikih klasik,
talak pada dasarnya dapat dijatuhkan langsung oleh suami tanpa harus melalui lembaga
peradilan. Akan tetapi, praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum
serta kerugian terhadap pihak perempuan apabila dilakukan secara sewenang-wenang.
Sistem hukum Indonesia mewajibkan setiap perceraian dilakukan melalui sidang
pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan. Keharusan
perceraian dilakukan melalui pengadilan mencerminkan penerapan taqyid munfasil
sekaligus mekanisme yang berorientasi pada keadilan substantif, sebagaimana
ditunjukkan dalam praktik peradilan agama yang senantiasa mempertimbangkan prinsip
magqasid al-syari‘ah dalam putusannya, termasuk melalui upaya perdamaian dan
perlindungan hak-hak pihak yang lebih lemah (Achmad et al., 2022). Ketentuan tersebut
tidak menghapus hak suami untuk menjatuhkan talak sebagaimana dikenal dalam fikih,
tetapi mengatur mekanisme pelaksanaannya melalui proses peradilan guna menjamin
perlindungan hukum bagi para pihak. Dengan demikian, pembatasan tersebut
merupakan bentuk harmonisasi antara ketentuan syariat yang bersifat umum dengan
kebutuhan sistem hukum nasional dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan berbagai regulasi tersebut dapat dipahami bahwa harmonisasi mutlag
dan mugayyad dalam regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia diwujudkan melalui
penerapan taqyid munfasil dalam berbagai aspek hukum keluarga. Pembatasan yang
dilakukan negara tidak mengubah substansi ketentuan syariat, melainkan mengatur
implementasinya agar sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan
perlindungan hukum. Dengan demikian, regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia
menunjukkan bahwa konsep fagyid tidak hanya berfungsi sebagai teori dalam kajian usiil
al-figh, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam pembentukan hukum Islam
kontemporer melalui mekanisme legislasi negara.

4. Analisis Magqgasid al-Syari‘ah terhadap Harmonisasi Mutlag-Muqayyad
dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia

Harmonisasi mutlaq dan mugayyad dalam regulasi hukum keluarga Islam di
Indonesia pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama syariat Islam (magasid
al-syari‘ah). Pembatasan hukum yang dilakukan oleh negara melalui berbagai regulasi
keluarga menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan penerapan hukum Islam
dengan kebutuhan sosial masyarakat modern tanpa menghilangkan substansi syariat itu
sendiri. Dalam konteks ini, tagyid yang dilakukan negara bukanlah bentuk pembatasan
yang bertentangan dengan agama, melainkan instrumen ijtthad untuk merealisasikan
kemaslahatan publik.

Analisis magqasid al-syari‘ah menjadi penting untuk menilai apakah bentuk taqyid
yang diterapkan dalam regulasi hukum keluarga Islam tetap berada dalam koridor tujuan
syariat. Dalam perspektif wusul al-figh, taqyid munfasil tidak hanya dinilai dari aspek
legalitas pembentukannya, tetapi juga dari sejauh mana pembatasan tersebut mampu
mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan (Al-Syatibi, 1997). Oleh karena
itu, legitimasi regulasi negara tidak semata-mata bertumpu pada kewenangan pembentuk
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undang-undang, melainkan juga pada kesesuaiannya dengan tujuan pokok syariat Islam.

Dalam perspektif magasid al-syari‘ah, seluruh ketentuan hukum Islam pada
dasarnya bertujuan menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama (hifz al-
din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal)
(Auda, 2008). Oleh karena itu, regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia dapat
dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga lima tujuan dasar tersebut melalui
mekanisme hukum yang lebih terstruktur dan adaptif terhadap perkembangan
masyarakat.

Pembatasan poligami, misalnya, menunjukkan upaya negara dalam menjaga #hifz
al-nafs dan hifz al-nasl. Secara normatif, Islam memang memberikan kebolehan poligami,
tetapi syariat juga menekankan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap perempuan
serta anak. Dalam praktiknya, poligami yang dilakukan tanpa kontrol sering kali
menimbulkan konflik rumah tangga, penelantaran nafkah, maupun ketidakadilan
terhadap istri dan anak. Oleh sebab itu, syarat izin pengadilan, persetujuan istri, dan
kemampuan ekonomi yang ditetapkan negara merupakan bentuk tagqyid untuk
memastikan bahwa praktik poligami tetap berada dalam koridor kemaslahatan, berbasis
pemeliharaan harta, keturunan, dan kehormatan pasangan poligami (Farhani et al., 2026).

Analisis maqasid juga tampak dalam penetapan batas usia perkawinan.
Pembatasan usia minimal perkawinan menjadi instrumen perlindungan terhadap anak
dari dampak negatif perkawinan dini, seperti putus pendidikan, kekerasan rumah
tangga, hingga risiko kesehatan reproduksi. Dalam konteks ini, regulasi negara berfungsi
menjaga hifz al-nafs dan hifz al-‘aql karena memberikan kesempatan bagi individu untuk
mencapai kematangan fisik maupun intelektual sebelum memasuki kehidupan rumah
tangga; kajian maqgasid menunjukkan bahwa dari lima unsur pokok tersebut, penjagaan
jiwa dan keturunan menjadi aspek yang paling relevan dengan perlindungan kesehatan
reproduksi remaja (Firdausi et al, 2024). Penetapan batas usia perkawinan juga
menunjukkan bahwa kemaslahatan sosial dapat menjadi dasar pembatasan terhadap
ketentuan hukum yang sebelumnya dipahami secara lebih fleksibel dalam fikih klasik.

Kewajiban pencatatan perkawinan juga memiliki relevansi kuat dengan magqasid al-
syari ‘ah, khususnya dalam menjaga hifz al-nasl dan hifz al-mal. Melalui pencatatan resmi,
negara dapat memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan, hak waris,
nafkah, dan kedudukan anak. Tanpa pencatatan, perempuan dan anak sering kali berada
dalam posisi rentan karena sulit memperoleh perlindungan hukum apabila terjadi
sengketa keluarga (Cholis & Masuwd, 2026). Oleh sebab itu, kewajiban pencatatan nikah
tidak hanya dipahami sebagai aturan administratif, tetapi juga sebagai bentuk
perlindungan terhadap hak-hak keluarga.

Demikian pula ketentuan perceraian melalui pengadilan merupakan bentuk
perlindungan terhadap keberlangsungan dan stabilitas keluarga. Dalam fikih klasik, talak
dapat dilakukan secara langsung oleh suami, tetapi praktik tersebut berpotensi
menimbulkan tindakan sewenang-wenang dan ketidakpastian hukum. Melalui
mekanisme peradilan, negara berupaya menjaga hifz al-nafs dan hifz al-mal dengan
memastikan bahwa perceraian dilakukan secara adil, mempertimbangkan hak-hak
perempuan dan anak, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang
terlibat (Achmad et al., 2022).

Berdasarkan analisis tersebut dapat dipahami bahwa harmonisasi mutlag dan
mugayyad dalam hukum keluarga Islam Indonesia memiliki orientasi yang kuat terhadap
realisasi maqasid al-syari‘ah. Negara melakukan taqyid terhadap ketentuan hukum yang
bersifat umum bukan untuk membatasi syariat secara substantif, melainkan untuk
memastikan bahwa penerapan hukum Islam tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat
modern serta mampu melindungi hak-hak sosial masyarakat. Dengan demikian, regulasi
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hukum keluarga Islam di Indonesia dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad kontekstual
yang berupaya mengintegrasikan prinsip normatif syariat dengan tujuan kemaslahatan
publik.

Kesimpulan

Harmonisasi mutlaq dan mugayyad dalam regulasi hukum keluarga Islam di
Indonesia merepresentasikan penerapan taqyid munfasil, yaitu pembatasan terhadap
implementasi ketentuan fikih yang bersifat muflag melalui legislasi negara tanpa
mengubah substansi nash. Pembatasan terhadap poligami, batas usia perkawinan,
pencatatan nikah, dan perceraian melalui pengadilan merupakan bentuk ijtihad
kelembagaan yang bertujuan mengarahkan pelaksanaan hukum Islam agar selaras
dengan kebutuhan masyarakat serta menjamin kepastian hukum, perlindungan hak, dan
ketertiban sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa kewenangan negara dalam
membentuk regulasi hukum keluarga memiliki legitimasi metodologis dalam kerangka
usil al-figh karena berorientasi pada realisasi magasid al-syari‘ah, khususnya perlindungan
terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Temuan ini memperluas kajian
harmonisasi mutlag dan mugayyad yang selama ini lebih banyak ditempatkan pada tataran
interpretasi nash menjadi kerangka analisis terhadap proses legislasi hukum Islam
kontemporer. Penelitian selanjutnya disarankan menguji implementasi konsep taqyid
munfasil secara empiris melalui praktik peradilan agama maupun efektivitas regulasi
hukum keluarga dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat.
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